BAB YV
KESIMPULAN
Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Megah Terang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021

hingga tanggal 5 Februari 2021 sangat bermanfaat bagi mahasiswa

program studi profesi apoteker. Dari kegiatan PKPA ini, mahasiswa

dapat melihat dan terlibat secara langsung dengan kegiatan di apotek

seperti pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik

sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang- undangan yang

berlaku. Berdasarkan kegiatan PKPA ini dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut :

1.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Megah Terang membuat calon apoteker mampu
memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab
apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek,
yang bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek dapat
berjalan dengan lancar, karena peran dan tanggung jawab
apoteker maupun personel lain dapat di pahami dengan baik
dan jelas.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan,
dimana apoteker sebagai penanggung jawabnya untuk
melakukan pekerjaan kefarmasian yang memiliki peranan
penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Megah Terang telah membekali mahasiswa calon
apoteker dalam memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan
serta berperan aktif dalam melakukan pelayanan kefarmasian

kepada pasien seperti pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan,
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penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta
mengamati secara langsung pelayanan KIE yang dilakukan oleh
apoteker kepada pasien.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di
Apotek Megah Terang telah memberikan calon apoteker dalam
hal untuk melihat dan mempelajari strategi dalam pemecahan
masalah kefarmasian dan kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian
komunitas di apotek.

Kegiatan PKPA di apotek Megah Terang sangat bermanfaat
bagi calon apoteker dalam menumbuhkan rasa percaya diri
dalam melaksanakan praktik kefarmasian di apotek untuk
menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.

Kegiatan PKPA di apotek Megah Terang telah memberikan
gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di
apotek serta mahasiswa calon apoteker dapat mengaplikasikan

ilmu yang telah didapat saat berada di lapangan.
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BAB VI
SARAN
Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek

Megah Terang adalah sebagai berikut:

1.

Calon apoteker diharapkan membekali diri dengan pengetahuan
seperti manajemen pengelolaan apotek, pelayanan kefarmasian
di apotek, peraturan perundang-undangan di apotek, serta
pengetahuan terkait obat dan penggunaannya.

Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam
melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan
terjadinya kesalahan dalam pengambilan dan pemberian obat
kepada pasien.

Calon apoteker sebaiknya lebih aktif dalam meminta
kesempatan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang
terjadi di apotek dengan didampingi oleh apoteker penanggung
jawab ataupun pendamping dengan memberikan KIE kepada
pasien agar calon apoteker dapat memperoleh wawasan
mengenai keadaan di lapangan.

Calon apoteker hendaknya mempelajari cara berkomunikasi
dengan pasien dan membekali diri dengan pengetahuan yang
cukup, mengenai obat-obatan dan juga mengenai assasment
kepada pasien (penggalian informasi), termasuk memberikan
komunikasi, informasi dan konseling kepada pasien dengan
benar sehingga tujuannya agar pasien mendapatkan pengobatan

yang sesuai.
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